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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan diatas penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, ruang terbuka hijau di Kota Malang masih
memiliki luas 19,4% dari luas wilayah Kota Malang, maka dari itu
Pemerintah Kota Malang masih memiliki tugas untuk menambah luas ruang
terbuka hijau di Kota Malang sebanyak 10,6% agar mencapai jumlah
minimal RTH Perkotaan yaitu 30% dari luas keseluruhan Kota. Dinas
Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau Kota Malang telah
melakukan sebagian upaya yang sudah ditentukan sesuai Perda Nomor 4
Tahun 2011 pasal 16 huruf (d). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah adalah merevitalisasi ruang terbuka hijau, menjadikan lahan
kosong menjadi ruang terbuka hijau, menanam tumbuhan yang sesuai
dengan kondisi tiap daerah, memantapkan kualitas RTH yang sudah ada,
menambahkan RTH pada setiap fasilitas umum, melakukan sosialisasi
dengan cara mengajak masyarakat atau komunitas lingkungan hijau untuk
menanam pohon dengan jumlah yang banyak. Namun, ada beberapa upaya
yang belum bisa tercapai atau tidak dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan
Hidup seperti melakukan penertiban kepada pemukiman atau tempat

berdagang masyarakat yang tidak memiliki ijin (penegakan hukum).
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2. Hambatan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang adalah lahan
di tengah kota yang terbatas, pendanaan untuk ruang terbuka hijau yang
minim bahkan belum mencukupi untuk dapat membeli lahan baru di
perkotaan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan RTH Kota. Kedua
hal ini saling terkait, lahan di perkotaan yang sulit didapatkan dikarenakan
banyak kawasan padat penduduk yang tidak memiliki ijin resmi membuat
pemerintah atau dinas terkait sulit untuk melakukan penegakan hukum dan
pendanaan untuk Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau yang
masih minim atau kurang mengakibatkan dinas tidak mampu membeli untuk

pengadaan lahan ruang terbuka hijau di lokasi yang baru dan strategis.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran :

1. Bagi Pemerintah dalam rangka menciptakan Kota Malang sebagai kota
yang indah, nyaman dan bersih, hendaknya Pemerintah Kota Malang
melakukan upaya-upaya yang sudah tercantum pada Perda Nomor 4 Tahun
2011 pasal 16 huruf (d), seperti melakukan pengadaan ruang terbuka hijau
pada lokasi yang masih minim untuk jumlah RTH di lingkungan tersebut,
membeli lahan baru di tengah kota agar perkotaan memiliki RTH dan
tempat penyerapan air, gerakan penghijauan dan mewajibkan pengembang
agar turut menyerahkan RTH kawasannya kepada Pemerintah Kota
Malang, serta pemerintah melakukan tindakan tegas atau penegakan

hukum terhadap masyarakat yang tidak memiliki ijin resmi untuk
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bertempat tinggal bahkan berdagang. Pemerintah dapat melakukan
penegakan hukum dengan cara memberikan peringatan dan sanksi yang
membuat jera.

2. Bagi Masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa
ruang terbuka hijau di perkotaan saat ini adalah hal yang penting sebagai
penyeimbang dan paru-paru kota, serta mampu menjadi kawasan wisata
dan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi.

3. Saran dari penulis terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kota Malang adalah menambah jumlah anggaran atau pendanaan untuk
Dinas Lingkungan Hidup khususnya bagian Ruang Terbuka Hijau untuk
dapat membeli lahan baru sebagai ruang terbuka hijau di perkotaan dan
Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan cara memberi
peringatan dan sanksi bagi dinas atau masyarakat yang melanggar

peraturan terkait ruang terbuka hijau.
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